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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 

1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang 

dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik 

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian 

lagidilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ S dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ H dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Z dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es dengan titik di bawah ص
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 Dad ḍ de dengan titik di bawah ض

 Ta ṭ te dengan titik di bawah ط

 Za ẓ zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ’ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā =أ   a =أ 

 ī =إي  ai =أ ي  i =أ 

 ū =أو  au =أو  u =أ 

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis  mar’atun jamīlah       مر أة جميلة

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh :  

 ditulis  fātimah             فا طمة

 

 



vii 

 

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

بنار   ditulis   rabbanā 

برال                  ditulis  al-birr 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس

 ditulis  ar-rojulu  الر جل

 ditulis  as-sayyidah  السيد ة

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

  ditulis  al-qamar  القمر

 ’ditulis  al-badi  البد يع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof / `/. 

Contoh:  

 ditulis   umirtu  أ مرت

  ditulis  syai’un  شيء
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MOTTO 

 

للِنَّا سِ  سِ انَْفعَُهمُْ  خَيْرُالنَّا  

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 

(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni). 
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ABSTRAK 

 

Yuda Rahmawan 2021. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan 

Permohonan Dispenasasi Nikah (Studi  Kasus  Atas Penetapan Perkara 

Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Batang Kelas 1 B  Tahun 2019-2020) 

Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari’ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut 

Agama Islam Negeri ( IAIN ) Pekalongan. Pembimbinng Dr.Maghfur, M.Ag. 

 

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan 

dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling 

banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus 

penikahan usia dini Di Indonesia sendiri dasar yang menelatar belakangi kasus 

pernikahan dini dikarenakan beberapa hal seperti Norma Agama, Budaya, Ekonomi 

dan social dimasyarakat. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah 

pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai 

batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur 

di dalam undang-undang.  

Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.  

 pokok bahasan, ini mencakup : Apa saja alasan pemohon mengajukan 

dispensasi nikah, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

dispensasi nikah,  

Skripsi ini berjenis penelitian pustaka dengan Pendekatan Yuridis-normatif, 

Bersifat deskriptif-Kualitatif 

Hasil dari penelitian yang dilakukan di pengadilan agama batang kelas 1 B 

adalah alasan Pemohon Dispensasi NIkah yang menjadi dasar pemohon yaitu ada 

beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan keadaan hamil diluar 

nikah. Dan ada 3 macam yang menjadi proses penetapan pertimbangan hakim alam 

memutuskan perkara yaitu proses penetapan konstatir, kualifisir dan konstituir. 

 

 

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pertimbangan, Putusan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. 

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, 

korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara 

umum kasus penikahan usia dini Di Indonesia sendiri dasar yang menelatar 

belakangi kasus pernikahan dini dikarenakan beberapa hal seperti Norma 

Agama, Budaya, Ekonomi dan social dimasyarakat. 

 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini 

di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun 

sebelumnya 14,18%. Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan 

pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau 

kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda 

tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), 

dan Jawa Timur (20,73%). Sebagai perbandingan, pada 2017 persentase 

pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari 

Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%). Dengan demikian, 

peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih 

signifikan dibandingkan provinsi lainnya.  

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas 
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umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur 

di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.1 

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan suatu perkawinan. Dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang 

melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah 

tangganya. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah 

penting, yaitu untuk menciptakan. keharmonisan dalam rumah tangga 

merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri. Namun untuk 

mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah 

dan cepat. Dinamika Permasalahan bukan hanya dari sisi ekonomi maupun 

sosial tetapi factor usia muda dengan tingkat labilitas tinggi yang menimbulkan 

ketegangan dalam rumah tangga dan terjadinya Konflik yang sering muncul 

dalam pernikahan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pernikahan pasangan 

muda, apalagi dengan sebab kehamilan pranikah, dapat memicu permasalahan 

yang menimbulkan konflik. Maka Tidak jarang kalau konflik Muncul dalam 

rumah tangga dan permasalah yang terjadi seringkali berakibat timbulnya suatu 

perceraian. Terkait kasus perceraian atau dispensasi di indonesiapun tergolong 

tinggi, Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang 

                                                             
1 (Arivia, 2016 Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan vol. 22 no. 89 (Mei 

2016) page 162-181 ibid https://lib.atmajaya.ac.id/ 
2 Badan pusat Statistik ( BPS ), Pernikahan dini 2018 ibid: https://lpai.id/2019/11/19/angka-

pernikahan-dini-meningkat/ 

https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=l&id=203986
https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=l&id=203986
https://lib.atmajaya.ac.id/
https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/
https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/
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diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-

nya dikabulkan. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 

perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga juni 2020 

angka perkawinan anak menjadi 24 ribu saat pandemi.berkeluarga2. 

 

B. Rumusan masalah 

1. Apa saja alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama 

batang  Tahun 2019 – 2020? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim Dalam memutuskan perkara permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan agama batang Tahun 2019 – 2020 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana Alasan Dispensasi Nikah dan terkait 

pengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Batang. 

2. Untuk menganalisis Alasan Pengadilan Agama Batang Mnegabulkan 

Permohonan atau landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi 

nikah. 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iini, idiharapkan idapat imemberikan 

manfaat isecara iteoritis imaupun ipraktis. 

1. Manfaat iteoritis idari ipenelitian iini idiharapkan idapat: i 

                                                             
3 ( Anggi Dian Savendra, “PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP 

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”, 2019.   Ibid,  Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan 

Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68) 
4   Ibid-(suara.com, 2020) 
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a) Menyempurnakan ipenelitian-penelitian isebelumnya ipada ikhazanah 

keilmuan iterhadap ipermasalahan iyang iberhubungan idengan ibatas 

usia ipernikahan. 

b) Menjadi ireferensi iatau ikajian ilebih ilanjut ipada ikhazanah ikeilmuan 

kedepannya. i 

2. Manfaat ipraktis idari ipenelitian iini idiharapkan idapat: 

a) Penelitian iini idiharapkan imenjadi isebuah ikarya itulis iyang ibisa 

menjadi irujukan ibagi icivitas iakademik idi iIAIN ipekalongan 

khususnya iFakultas iSyariah imengenai ipengaruh ibatas iusia 

pernikahan. 

b) Meningkatkan ipengetahuan ibagi imasyarakat ikhususnya itentang 

pengaruh ikenaikan ibatas iusia ipernikahan. 

E. Telaah iPustaka 

Terdapat ibeberapa iliteratur iyang imembahas itentang imasalah 

idispensasi inikah. iPembahasanya ihampir isama inamun isubyek idan 

iobyeknya iberbeda idiantaranya iadalah iPunung iArwan iSantoso 

i“Dispensasi iperkawinan idalam iusia imuda idan iakibatnya idi ikabupaten 

isleman itahun i1998-1999”. iSaya imenyimpulkan ibahwa idalam iajaran 

iislam imemang itidak iada ibatasan iumur iuntuk imelangsungkan 

iperkawinan idan iakibatnya ipaling iburuk idari iadanya iperkawinan idi 

ibawah iusia iyang iditetapkan iUndang-undang iNomor i1 itahun i1974 

itentang iPerkawinan iPasal i7 iayat i1 iadalah ipasangan itersebut iakan 

iberakhir idengan iperceraian imengingat ibesar ikemungkinannya iakan 
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iterjadinya ikrisis iakhlak, itidak iadanya itanggung ijawab, itidak iada 

ikeharmonisan idalam iberumah itangga idan ilain-lain. 

Purwatiningsih idalam iPenelitiannya iyang iberjudul i“Dispensasi 

iNikah idi iBawah iUmur iMenurut iUndang-undang inomor i1 itahun i1974 

iDitinjau idari iHukum iIslam i(Studi iatas iPenetapan iPengadilan iAgama 

iSleman iTahun i1997-1998”, imenjelaskan ibahwa ifaktor-faktor iyang 

imendorong ipemohon i(orang itua) ikarena iumur ianak ibelum imemenuhi 

ibatas iminimal iyang iditentukan iUndang-Undang iPerkawinan. iHal iini 

ilebih ididominasi ikarena ianak iperempuannya itelah ihamil idulu isebelum 

idilangsungkannya ipernikahan iyang isah. iAlasannya iadalah ikarena 

ihubungan iantara ilaki-laki idan iperempuan iyang idi ibawah iumur iakan 

imenyebabkan ikehamilan idi iluar inikah, isehingga imeminta ikepada ihakim 

iuntuk idispensasi iagar isegera idi inikahkan. 

Penelitian ikarya iHalimah iSa’diyah iyang iberjudul i“Tinjauan iHukum 

iIslam iTerhadap iPelaksanaan iBatas iUsia iPerkawinan idi iKecamatan 

iPedes iKabupaten iKarawang iTahun i1992-1995”, imenyatakan ibahwa 

imenurut iHukum iIslam ipraktek iperkawinan idi ibawah iumur idapat 

idibenarkan, ikarena ididalam iHukum iIslam itidak isecara itegas idilarang 

idan ijuga ikarena iadanya ifaktor ikebiasaan iatau itradisi iyang idapat 

imenutupi iaib ikeluarga. iKedewasaan itidak idapat idiukur idengan iukuran 

iumur isemata. iTetapi iaspek ipsikologis idan ilingkungan idapat imembentuk 
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iorang iuntuk imenjadi idewasa idan itidak idapat idijadikan isandaran isatu-

satunya ibagi iseseorang iuntuk imenentukan ikesiapan imenikah.3 

Penelitian Karya Oktari Dwijaya Dalam Risetnya “ Pertimbangan Hakim 

Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi nikah Dalam keadaaan hamil ” Studi 

Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Ada Perkara ( 

No.48/PTD.p/2018/PA.SGT). Dalam Penelitiannya yang dilakukan adalah 

mengkaji tentang pertimbangan dasar hukum hakim Dalam menetapkan 

dispensasi nikah. Skripsi yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 

hakim dan dasar hukum yang telah hakim tetapkan. Metode penelitian skripsi 

ini penelitian yuridis normative yang bersifat normative kualitatif yang 

mengacu pada norma hukum yang terdapat Dalam peraturan perundang-

udangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang Dalam mayarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode pengumpulan metode data melalui wawancara dan 

dokumentasi. 

  

                                                             
5 Punung iArwan iSantoso, i“Dispensasi iPerkawinan idalam iUsia iMuda idan iAkibatnya 

idi iKabupaten i iSleman iTahun i1998-1999”, iSkripsi itidak iditerbitkan, iFakultas iSyari’ah, iIAIN 

iSunan iKalijaga iYogyakarta. 
6 iPurwatiningsih, i“Dispensasi iNikah idi ibahwah iUmur imenurut iUndang-Undang iNo. 

i1 iTahun i1974 iDitinjau idari iHukum iIslam iStudi iatas iPenetapan iPengadilan iAgama iSleman 

iTahun i1997-1998”, iSkripsi itidak iditerbitkan, iFakultas iSyari’ah, iUniversitas iIslam iNegeri 

iSunan iKalijaga iYogyakarta 
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F. TINJAUAN TEORITIS 

1. Tinjauan Teoritis 

a. Teori Pendekatan Norma-norma dan Moralitas Dalam Masyarakat. 

Pengertian iperkawinan idalam iUndang-undang inomor i16 

itahun i2019 idalam iPasal i1 iadalah iikatan ilahir ibatin iantara 

iseorang ipria idengan iseorang iwanita isebagai isuami iisteri idengan 

itujuan imembentuk ikeluarga i(rumah itangga) iyang ibahagia idan 

ikekal iberdasarkan iKetuhanan iYang iMaha iEsa. isuami iisteri 

idengan itujuan imembentuk ikeluarga i(rumah itangga) iyang ibahagia 

idan ikekal iberdasarkan iKetuhanan iYang iMaha iEsa. iKeluarga 

isebagai iinstitusi iterkecil idalam isebuah imasyarakat imemegang 

iperan iyang ipenting ibagi ipembentukan igenerasi imuda iyang 

iberkualitas. iPernikahan iuntuk imencapai ikebahagiaan idan 

iketrentraman ihidup imanusia. iPernikahan ibisa imemenuhi 

ikebutuhan ibiologisnya ibagi ilaki-laki idan iperempuan. iAllah iSWT 

imenunjukan ibetapa ibesar ikasih isayangnya ikepada imanusia idan 

ibetapa imaha iluas ipengetahuan iAllah iSWT iakan ikebutuhan 

imanusia. iManusia iyang isejak ilahir idi ibekali ipotensi isyahwat 

iterhadap ilawan ijenis imembutuhhkan isarana iuntuk imenyalurkan 

ipotensi itersebut, ibila ipotensi iini itidak itersalurkan isecara iterarah, 

imaka iakan imenimbulkan iterjadinya ikerawanan. 

Untuk imembentuk isuatu ikeluarga iyang iharmonis idan 

isejahtera iserta ipenuh idengan ikebahagiaan iyang ikekal iseperti 
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iyang idicita-citakan iitu, imasing-masing ipihak iyang iakan 

imelangsungkan iperkawinan ihendaknya itelah idewasa ibaik isecara 

ipsikologis imaupun isecara ibiologis, iserta imampu iuntuk 

ibertanggung ijawab iatas ikeluarga iyang idibentuknya. iMenurut ipara 

iUlama, imasalah ibatas iusia idalam iperkawinan isangat ierat 

ihubungannya idengan ikecakapan idalam ibertindak, ihal iini itentu 

idapat idimengerti ikarena iperkawinan imerupakan iperbuatan ihukum 

iyang imeminta itanggung ijawab idibebani ikewajiban-kewajiban 

itertentu4 iMaka isetiap iorang iyang iberumah itangga iakan idimintai 

ipertanggung ijawabannya isecara iutuh. iBeberapa iUlama 

imengemukakan ipendapatnya imengenai iusia ibaligh. iMenurut 

iImam iSyafi’i iapabila iseorang ianak itelah imencapai iusia i15 itahun 

imaka iia itelah idinyatakan ibaligh. iMenurut iImam iAbu iHanifah 

idapat idikatakan ibaligh ibagi iseorang ianak ilaki-laki iapabila itelah 

iihtilam iyaitu ibermimpi inikmat isehingga imengeluarkan imani idan 

ibagi iseorang iwanita iapabila itelah imengeluarkan idarah ihaid. 

Pendapat iyang ike idua isangat irelevan idalam ikahidupan isaat 

iini ikarena iusia ibelum itentu idapat imenentukan ikapan iseseorang 

imengalami iihtilam i(mimpi ibasah) ibagi iseorang ilaki-laki idan 

                                                             
7  Oktari Dwijaya, Perimbangan hakim Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Dalam 

keadaan hamil. 

Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi. 
8 iT.M. i Hasbi i Ash-Shidiqi, i Pengantar i Hukum i Islam, i cet. i ke-6 i (Jakarta: i Bulan 

i bintang, i1975), iII, ihlm. i230 
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ikeluar idarah ihaid ibagi iseorang iwanita. iBiasanya iumur i12 itahun 

iseorang ilaki-laki isudah imengeluarkan iair imani isedangkan iumur 

i9 itahun iseorang iwanita isudah imengeluarkan idarah ihaid. iDari 

ibeberapa ipendapat idi iatas, idapat idiambil ikesimpulan ibahwa 

iterdapat iperbedaan iantara ibatas iusia ibaligh idengan ikedewasaan 

iseseorang idalam imemikul itugas idan itanggung ijawab isebagai 

ipasangan isuami-isteri. 

Fiqh ikonvensional imenjelaskan ibatas iminimal iusia inikah 

iadalah isetelah ibalig iitu iterjadi ipada izaman iRasulullah, iSahabat 

idan iTabi’in iyang imemang ibenar- ibenar imemenuhi istandar 

ikemampuan iseseorang iuntuk imenikah. iAkan itetapi ipada izaman 

isekarang isangatlah iberbeda idengan izaman idahulu idimana 

idampak ikemajuan izaman i(modern i/ ipost imodern) isaat iini 

imembuat ibeberapa ihal imenjadi icepat i(instan), itanpa idibarengi 

ioleh ikesiapan imental idan ispiritual i(jiwa idan iraga) isehingga 

imenimbulkan iketidak iseimbangan iantara ikesiapan ilahir idan 

ikesiapan ibatin iseseorang. iOleh ikarena iitu iterdapat ibeberapa 

ialternatif idari iUndang-Undang iPerkawinan iyang idapat 

imemberikan ijalan iyang imudah idan ilurus ibagi imasyarakat 

iIndonesia isesuai idengan inorma-norma iyang iada. 

Syari’at iIslam imenunjukkan imelalui ial-Qur’an itentang 

ikedewasaan iseseorang iyakni iketika isudah ibaligh iyang iditandai 

imimpi isehingga imengeluarkan imani ibagi ilaki-laki idan iditandai 
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ikeluarnya idarah ihaid ibagi iwanita. iBatasan iusia inikah itelah 

idijelaskan idalam ial-Qur’an iyakni isetelah ianak iitu imemiliki 

ikecakapan itentang ikeagamaan, iusaha-usaha imereka, ikelakuan idan 

ilain-lain isampai idiketahui ibahwa ianak iitu idapat idipercayai. 

iDispensasi inikah idapat idiberikan iatas idasar ipertimbangan 

ikemaslahatan iapabila iterdapat imotif iyang ibenar-benar idapat 

idiharapkan iakan ilebih idapat imenyampaikan ikepada itujuan 

iperkawinan. iDispensasi inikah imenjadi isolusi ibagi ipasangan 

imuda-mudi iyang ibelum iberusia i19 itahun ibagi ipria idan i16 itahun 

ibagi iwanita iuntuk imelangsungkan ipernikahan iyang isah imenurut 

iUndang-Undang iPerkawinan idan iHukum iIslam. iSebab ijika itidak 

isegera idinikahkan iakan imembawa ikerusakan i(mafsadat) iyang 

ilebih ibesar iseperti iberzina. iPasangan imuda-mudi iyang imenikah 

isecara isah iakan imembawa ikemaslahatan iyaitu idapat imembina 

irumah itangga iyang isakinah, imawaddah, iwarrahmah. 

b. Teori Putusan dan Pertimbangan 

1) Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1989 memberi definisi 

tentang putusan sebagai berikut :  

“Putusan adalah Keputusan pengadilan atas oerkara gugatan 

berdasarkan adanya suatus sengketa”. 

 

Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto S.H. Memberi definisi 

terhadap putusan yaitu : 

“Putusan ialah Pernyataan Hakim yang dituangkan 

dalambentuk tertulis dan di ucapkan olehhakimdalam sidang 
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terbiuka untuk umum, sebagai dari hasil pemeriksaan perkara 

gugatan ( Kontentius).” 

 

Kemudian Drs. Hj. Roihan A. Rasyid, S.H ; menerangkan 

lebih lanjut tentang pengertian putusan sebagai berikut :  

“Putusan di sebut Vonis ( Belanda atau Al-qada’ Arab , yaitu 

produk Pengadilan Agama karena adanya 2 belah pihak yang 

berlawanan dalamperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk 

pengadilan semacam ini biasa di istilahkan produk pengadilan yang 

sesungguhnya atau Yurisdictio Contentiosa.” 

 

2) Pertimbangan. 

Bagian ini terdiri dari alasan memutus ( Pertimbangan yang 

biasanya di mulai dengan kata ‘menimbang’dan dari dasar memutus 

yang biasanya dimulai dengan kata ‘ mengingat’ pada alasan 

memutus maka apa yang di utarakan dalam bagian ‘duduk 

perkaranya’ terdahuluyaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-

dalilnya, alat-alat bukti yang di ajukan harus di timbulkan semua 

secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari 

pertimbangan, di terima atau di tolak. Pertimbangan terakhir adalah 

mengenai pihak mana yang akan di tanyakan sebagai pihak 

yangnakan di bebankan untukmemikul biaya. 

Pada dasarnya pemutus, dasar hukumnya ada  2 (dua), yaitu 

peratuan Perundang- undangan Negara disusun menurut urutan 

derajatnya, misalnya Undang-undang di dahulukan dari Peraturan 

Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor. 14 
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Tahun 1970. Disebutkan title peraturan Perundang-undangan 

tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaga Negaranya5. 

G. Metode ipenelitian i 

1. Jenis iPenelitian 

Jenis ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

ijenis ipenelitian iNormatif Pustaka, iyaitu ijenis i iPenelitian iini iakan 

idilakukan idengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai 

bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap 

peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yag dibahas. Jadi pokok 

kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah 

yang berlaku Dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, 

sehingga penelitian hukum  normative berfokus pada inventarisasi hukum 

positif, asas-asas dan doktrin. Kemudian untuk memperkuat hasil 

metodologi penelitian yaitu dilakukan mewawancarai hakim di Pengadilan 

Agama Batang serta mencermati data yang diputus tentang idispensasi 

nikah diiPengadilan Agama Batang. I6 

  

                                                             
9Roihan A, Rasyid, op cit., h 210 
10  H. AMukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengdilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, Cet. 1 1996), h.245 22  
11 H. Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h 

195. 
12 Ibid https://media.neliti.com/media/publications/240258-pertimbangan-hukum-tentang-

putusan-hakim-d83a6b90.pdf 
13 Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cet.2, ( Jakarta: Kencana, 2008 ). Hlm. 29 
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian hukum normative suatu tinjauan 

singkat, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006 ) hlm. 13-14. 
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2. Pendekatan iPenelitian 

Pendekatan ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini 

iyakni pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas penelitian 

imenggunakan iundang-undang iyang iberkaitan idengan ibatas iusia 

ipernikahan, iyang iterdapat idalam iUndang-undang iNomor i16 itahun 

i2019. iKemudian, untuk memperkuat hasil metodologi penelitian yaitu di 

lakukan  imewawancarai ihakim idi iPengadilan iAgama iBatang iserta 

imencermati idata iyang idiputus itentang idispensasi iniah danI  ditelaah 

idengan idata iyang iada idi iPengadilan iAgama iBatang. I 

3. Sumberidata 

a) Studi Pustaka 

Bahan data Primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari norma dasar 

yakni peraturan per-Undang-udangan  lainya yang ada kaitannya 

dengan objek penelitian , Seperti:  

1). Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

2). Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 

Yang mengatur tentang batas perkawinan setelah revisi undang-

undang Tahun 2019 

3). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

Yang mengatur tentang batas minimal perkawinan  
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b) Data Sekunder 

Sumber idata isekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami hukum Primer yaitu berupa literatiur 

Jurnal7 

H. Metode iPengumpulan iData 

Peneliti imenggunakan iberbagai imacam imetode ipengumpulan idata 

iyang isesuai iapa iyang idiperlukan ipeneliti, iagar imencapai ihasil iyang 

iobjektif. iAdapun imetode ipengumpulan idata iyang idigunakan iyaitu. 

1. Wawancara 

Sasaran iWawancara iYang iakan idilakukan ioleh ipenulis iyaitu 

iwawancara iterhadap iHakim, iPelaku idispensasi isatu  idan ipelaku 

idispensasi idua, itekniknya iadalah itriangulasi, iadapun iWawancara 

imerupakan imetode ipengumpulan idata iyang idiperoleh iOperasional 

idengan icara ibertanya ilangsung ikepada iresponden idan imemperoleh 

iinformasi idata iyang iberkaitan idengan ipenelitian iini. iDan iwawancara 

iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah istruktur iinterview 

i(wawancara iterstruktur), idimana ipertanyaan-pertanyaan isudah ipenulis 

isiapkan iterlebih idahulu imelalui ibuku ipedoman iwawancara. 

  

                                                             
15Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitafif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta 2009)    hlm. 29. 
16Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filafat, Teori dan Praktik ( 

Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm.215 
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2. Data Sekunder 

Metode data sekunder adalah pengumpulan data melalui literature dan 

jurnal pada suatu directory yang terkait pokok kajian objek yang di teliti 

agar informasi yang didapat dapat mendukung valditas suatu permasalahan 

yang di teliti, oleh Karena hal demikian data sekunder yang menjadi bahan 

pengumpulan data tetap terintruksi Dalam teori-teori yang di peroleh. 

3. Dokumentasi 

Metode idokumentasi iadalah isalah isatu imetode iyang idatanya 

idikumpulkan isecara ilangsung idari itempat ipenelitian. iContohnya ibuku- 

ibuku iyang irelevan, iperaturan-peraturan, ilaporan ikegiatan, ifoto-foto, 

iserta ifilm idokumenter iyang irelevan idengan ipenelitian. i iDan ipenulis 

imengumpulkan idata iputusan iyang idiputus itahun i2019 idan i2020 

ibulan iJanuari isampai idengan iMei, iserta iarsip iarsip iPengadilan 

iAgama iBatang. I 

I. Metode iPengolahan iData 

Setelah iseluruh idata iterkumpul. iPenelitiakan imenganalisis ihasil idata 

itersebut, iyang iakan idianalisis idan idikaji isehingga imemperoleh idata 

iyang iakurat. iAnalisis idata iakan idigunakan idengan ibeberapa icara, iyaitu: 

1. Pemeriksaan iData i(Editing) 

Pemeriksaan idata imerupakan iproses ipenelitian ikembali iterhadap 

catatan, iberkas-berkas, iinformasi iyang idikumpulkan ioleh ipencari idata. 

Pemeriksaan idata iini isangat ipenting iuntuk imengetahui ikesesuaian data 

dengan irumusan imasalah iyang idibuat. iDalam ipenelitian iini penulis 
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memeriksa ikeserasian idata ijawaban idari iinforman iapakah jawabannya 

sesuai idengan itema iyang isudah ipenulis irancang iyakni tentang 

pengaruh ibatas iusia imenikah iterhadap idispensasi inikah idi Pengadilan 

Agama iBatang. 

2. Klasifikasi i(Classifiying) 

Klasifikasi iadalah imenyusun iatau imengklasifikasi idata iyang 

sudah idiperoleh ike idalam imodel itertentu, itujuannnya iuntuk 

mempermudah ipembacaan idan ipengecekan iapabila iterjadi ikesalahan 

dalam ipenulisannya.Dalam ihal iini ipenulis imengelompokkan idata idari 

hasil iwawancara iyang idari ihakim, ipelaku idispensasi inikah idan idata 

dispensasi inikah idari iPengadilan iAgama iBatang. i 

3. Pemeriksaan i(Verifying) 

Pemeriksaan iadalah i i ipengecekan i i ikembali i i idata-data iyang i  

sudah iterkumpul iuntuk imengetahui ikevalidan idatanya iapakah ibenar-

benar isudah ivalid isesuai iyang idiharapkan ioleh ipenulis.Dalam itahap 

ini ipenulis imemeriksa iresponden iapakah ijawaban imereka isesuai 

dengan ipetanyaan iyang ipenulis iajukan. 

J. Analisis iData 

Analisis idata imengatur itentang isistematika ibahan ihasil iwawancara 

serta imenguraikan idata iyang idalam ibentuk ideskripsi. iDalam ihal iini 

penulis imenganalisis idata iyang idiputus idari iPengadilan iAgama iBatang 

tahun i2019 ibulan iNovember idan iDesember isampai iApril i2020 itentang 

dispensasi inikah. iDari iUndang-undang iNomor i16 itahun i2019 imengenai 
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batas iusia imenikah iyang idinaikkan imenjadi isembilan ibelas itahun iapakah 

ada ipengaruhnya idengan ikenaikan idispensasi inikah idi iPengadilan iAgama 

Batang. I 

K. Kesimpulan 

Kesimpulan imerupakan ilangkah iterakhir idalam idalam isebuah 

penelitian. iSetelah idilakukan ianalisis idari ikeseluruhan iaspek iuntuk 

mengetahui ihubungan iantar iaspek idengan iseluruh ipokok ipermasalahan, 

maka iakan iditemukan ihasil ipenelitian isecara iutuh. iPada itahap iini penulis 

akan imerangkum ijawaban idari ihasil ianalisis iyang idilakukan itentang 

pengaruh ibatas iusia imenikah iterhadap ipeningkatan idispensasi inikah idi 

Pengadiilan iAgama iBatang. 

L. Sistematika iPembahasan 

Hasil ipenelitian iini idibagi ikedalam itiga ibagian, iyaitu ibagian 

pendahuluan, ibagian ipembahasan, idan ibagian ipenutupan. 

Pada ibab ipertama imenguraikan isecara iruntut ilatar ibelakang 

masalah, irumusan imasalah iatau ipokok imasalah, itujuan idan ikegunaan 

penelitian, itelaah ipustaka, ikerangka iteoritik, imetode ipenelitian idan 

sistematika ipembahasan. 

Bab idua imenguraikan itentang igambaran iumum itentang idispensasi 

nikah idan ipernikahan, ibatas iusia iperkawinan imenurut iUndang-Undang 

Perkawinan idan iHukum iIslam, ipengertian idan isyarat-syarat idispensasi 

nikah. i 
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Memasuki ibab iketiga imulai imemaparkan itentang ipenetapan 

dispensasi ioleh iHakim iPengadilan iAgama ibagi ipasangan ipengantin iusia 

dini idi iPengadilan iAgama iBatang idan imemaparkan iseberapa ibesar 

pengaruhnya iperubahan iUU ino i16 itahun i2019 iuntuk ipengadilan iagama 

batang idalam ihal ipemberian idispensasi inikah. idata ilapangan idispensasi 

nikah, idasar ihukum ipertimbangan iHakim idalam imenetapkan idispensasi 

nikah 

Bab ikeempat iMenggambarkan iwilayah i ikabupaten ibatang, isejarah 

singkat iberdirinya iPengadilan iAgama ibatang, ikompetensi iPengadilan 

Agama ibatang idan iprofil ipengadilan iagama ibatang. 

Bab ikelima iBagian ipenutup imerupakan iakhir idari ipenelitian iini 

yang imemuat ikesimpulan idari ihasil ipenelitian idan isaran-saran iyang 

diharapkan idapat iberguna ibagi itercapainya itujuan iperkawinan idan 

keutuhan ihidup iberumah itangga. 

 



75 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Batang sebagai berikut 

a. Faktor Ekonomi 

     Faktor ekonomi menjadi alasan pengajuan karena upaya pemohon 

untuk memperbaiki ekonomi dengan cara  menikahkan anaknya agar 

berharap ekonomi anaknya terbantu dengan cara menikahkannya dan ada 

pula kedua orang tua yang tidak sanggup untuk menghidupi kebutuhan 

ekonomi anaknya 

b. Faktor Norma Agama 

   Faktor ini didasari hal tersebut karena pihak anak para pemohon 

melanggar batasan sehingga terjadi hamil diluar Nikah. 

c. Faktor Budaya 

Hal ini para pemohon beranggapan jika anak mereka akan berhasil apa 

bila mereka di nikahkan sesuai budaya, mereka beranggapan budaya 

adalah hal yang mutlak sehingga usia anak mereka di anggap cukup umur 

d. Faktor Social masyarakat 

Faktor Social berpengaruh terjadinya dispensasi nikah,hal ini pun 

yang memicu para orang tua menganggap sosial adalah sebuah ajang 

perlombaan dalam dunia pernikahan, persaingan bisnis yang sehingga 
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mereka menjodohkan anak mereka dengan anak rekan bisnisnya agar 

bisnisnya tetap terikat 

2. Keputusan hakim dalam pertimbangannya diantaranya dalam memutuskan 

Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Batang; 

Pertimbangan Hakim ada 3 macam, pertimbangan atau putusan yang 

pertama yaitu menggunakan acuan Konstatir dimana hakim perlu adanya 

bukti dari si pemohon seperti dokumen pendukung. Kemudian ada pula 

putusan Hakim yang mengacu pada pertimbangan Kalifisir yaitu hakim 

melihat Peraturan Undang- undang yang berlaku sepertiyang di atur UU 

Nomor 16 Tahun 2019 ini yang terbaru dari yang sebelumnya UU nomor 1 

Tahun 1974.Kemudia pertimbangan yang terakhir yaitu menggunakan 

acuan Konstituir dimana hakim meneysuaikan kondisi lapangan, seperti 

hamil di luar nikah ataupun dari kedua pemohon yang saling menguatkan 

untuk mengajukan permohonan 

  

B. Saran 

1. Para hakim Pengadilan Agama Batang, khususnya dalam menangani kasus 

permohonan dispensasi nikah, supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa 

dan memutuskan perkara dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan, bisa saja 

terjadi kebohongan atau manipulasi data oleh pihak yang mengajukan 

dispensasi nikah agar hakim tetap dapat menikahakan anak yang masih 

tergolong dibawah umur. 
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2. Hendaknya para orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang 

lebih terhadap anak serta memberikan pengetahuan pendidikan agama 

serta pengertian tentang pemahaman suatu pernikahan kepada anak 

mengenai dampak negative dari melakukan pernikahan dibawah umur.  
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S a l i n a n
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P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan

sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang

diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat

tinggal Dukuh Klidang Lor, RT 001 RW 004, Desa

Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang,

sebagai Pemohon I;
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tangga, tempat tinggal di Dukuh Klidang Lor, RT 001

RW 004, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang,

Kabupaten Batang, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II

memberikan kuasa kepada Mei Ristikowati, SHI.,

Advokat yang berkantor di Jl. Brigjend Katamso, No

40 Kertonegaran, Kecamatan Batang, Kabupaten

Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20
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kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor
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disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon

suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;
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(Contoh SalahSatu Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B) 
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